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PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN SEBAGAI PROSES AKHIR MEKANISME
PERADILAN PIDANA DI LAPAS KLAS 11 A BUKITTINGGI

{Dian Rahma Effendi, 03140026, Fakultas Hukum Unand, 60 halaman, 2007)

Komponen sistemy peradilan pidana yang lazim diakai, baik dalam
pengetahuan  mengenai  kebijakan pidana maupun dalam  lingkup  praktek
penepakkan hukum terdiri dari unsure kepolistan, kejaksann, penpadilan dan
Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan semula disebut penjara vang
memakal sistem kepenjaraan vang memperlakukan narapidana secara tidak
manusiawi. 'ada Lembaga Pemasyarakatan memakai sisterm pemasvarakatan
vang bertujuan untuk memberikan kesadaran dan memperbaiki diri serta dapat
akiif berperan kembali dalam masyarakat melalui pembinaan. Yang menjadi
persoalan pokok dalam penelitian ini adalah  bagaimana gambaran  situssi
Lembaga Pemasvarakatan Klas [I A Bukittingpi, bagaimana  pelaksanazn
pembinaan narapidana di Lembapas Pemasyvarakatan Kias 1T A Bukittinggi sebagai
proses akhir mekanisme peradilan pidana, dana apakah yang menjadi factor
pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pembinaan narapidana di
Lemabaga Pemasyvarakatan klas I A Bukittinggi, Mctode yang digunakan dalam
penelitian adalah yuridis sosiologis, dimana data primee didepst dad hasil
penclitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas [1 A Bukittinggi dan data sekunder
dari buku-buku dan perundang-undangan, Hasil penelitian memperlihatkan babwa
© pembinaan narapidana Ji Lembaga Pemasvarakatan Klas 11 A Bukittinggi
dilaksanakan melalui tige tahap. Pada tshap pertama dilakukan penelitian
mengenal hal tkhwal parapidana termasuk sebab-sebab fa melakukan kejahatan,
Pada tahspa kedua dilakukan pembinaan terhadap narapidana melalui berbagai
program pembinaan seperti pembinaan rohani, pembinaan kesadaran hukum dab
berbangsa dan bemegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan jasmani
dan pembinaan kemandirian. Pada tahap ketiga vaitu tabap asimilasi atau tahap
pengenalan dengan masyarakat terhadap narapidana vang telah menampakkan
kemajuan. Faktor pendukung dalam  pembinsan ini adalah adanva perbaikan
sarana dan prasarana pembinaan dan adanya perhatian dad pemerintahan,
sedangkan faktor penghambat adalabh  kurangnya dana dan biava  dalam
pelaksanaan pembinaan dan sumber dava manusia sebagai pembina vang kurang
memadal. Dalam melakasanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1)
A bukittinggi terdapal beberapa upaya yang perlu dilakukan vaitu penambahan
dana dan peningkatan mutu sumber dava manusia dar petugas LAPAS schingga
pembinaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan vang dipertukan narapidana
urtitk memperbaiki prilakunya,



BAR

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kaompooen sistem  peradilan pidana vang  lazim  diakui, baik  dalam
pengetahuan  mengenat  kebijakan  pidana maupun  dalam lingkup  prakiek
penegakan  hukum terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
[embaga pﬂmﬂﬁ}'ﬂl’ukﬂ!ém.]

lLembaga pemasvarakatan nerupakan institusi yang semula  disebut
penjara dan rumah pendidikan negara, begitu pula dengan sistermnya vang dulu
memakal sistem kepenjaraan sckarang memakai sistemn pemasyarakatan, Dalam
sislem kKepenjarasan perlakuan lerhadap narapidana dimaksudkan agar narapidana
jera untuk mengulangi kembali perbuatan tercela stau kejahatan vang pernah
dilakukannya. Juga tentunya selelah mercka selesal menjalani  pidananyva,
diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan tingkah laku yang lebib baik,

Herlainan dengan sistern pemasyarakatan, dimana perlakuan terhadap
narapidana bertujuan disamping mengusahakan kebaikan tingkah laku, jupa vang
febih penting adalab mengutamakan pembinaan kepribadian para parapidana.
Pembinaan narapidana dengan sistem pemasvarakatan ini bukan saja untuk
mengekang kemerdekaan narapidana, tetapi mempunyal tajuan yang lebih penting
vaitu membina kepribadian narapidana untuk mengembalikan hubungan antar

narapiclana dengan dirmya. narapidana dengan lingkungan masvarakatnya dan

Bomli  Atmasasmita,  Sistem Poraditon pidana (peespelelf Ekssistensialisme  dan
Abedisionizmel, Binacipta, Bandung, [995, h. 24



narapidana  denpan  Tuhannya. Disamping  itw narapidana  dibekali  ilomuw
pengetahuan dan berbagal keterampilan yang berguna sehingpa setelab mereka
keluar dam  lembaga  pemasyarakatan mercka Gdek  cangpung dan dapat
menyesuaikan dirt dengan lingkungan mesyarakat tempat tingealonya dan dapat
barperan aktf dalam pembangunan

Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan vakni untuk memperbaiki
kerusakan individual dan sosial vang diakibatkan oleh tindak pidana. Peranpkat
tujuan pemidanaan ita adalah: (1) Pencegahan (umum kbusus)(2) perlindungan
masyarakal, (3] memebhara  solidaritas  masyarakat, (4) pengimbalan /!
pengimbangan.”

Timn perancang Konsep Rancanpgan KUHP 2004 telah sepakat bahwa
tujuan pemidanaan adalah terdapat dalam pasal 51 avat (1)

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menepakkan nonma

hukum demti pengayoman masyarakat.

I

Memasyarakatkan  terpidana  denpan  mengadakan  pembinaan
schingga menjadikannya orang vang baik dan berguna.

Menvelesaikan  kontlik  yvang  ditimbulkan oleb tindak  pidana,

Lak
'

memulinkean kescimbanpan dan mendatangkan rasa damai dalam
masvarakal.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Lembaga pemasyarnkatan dengan sistem  pemasvarakatan merupakan

suaty institusi guna pencapaian tujuan pemidenaan diatas, Sistem pemasvarakatan

= Dwadja Priyatne, Sisfesw Peladanaar Pldana Pewdara ol Indonesie, Refika Aditeme,
Gandung, 2006, k. 258
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addalah suaty proses pembinaan narapidana vang didasarkan kepada pancasila dan
Undang- undang dasar 1945,

Upayve yang dilakukan untuk mencapai tgjuan pembinsan narspidana,
adalah bagian yang tak terpisahkan dari upava pembangunan nasienal, vaitu untuk
mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Hal ini sesuz
denpan apa yang dimaksud dalam pasal 1 angka (2) Undang-lUndang Nomor 12
Tahun 1993 tentang pemasvarakatan vang menvebutkan sistem pemasyarakatan
adalah sustu tatanan menpenai arah dan batas serla cars pembinaan warga hinaan
pemasyerakatan berdasarkan Pancasila vang dilaksanakan sccara terpadu antars
pembing, yang dibina dan masyarakat urtuk meningkatkan kualitas warga binaan
pemasyarakatan  agar menyadar kesalahan, memperbaiki  dirl, dan  tidak
mengulangi tindak pidana sehingpa dapat diterima kenbali oleh lingkungan
masyarakat dapat aktf berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara
wijar sehagai warga vang baik dan bertangpung jawabh,

Sesual depgan prinsip atau tujuan darl sistem pemasvarakatan bahwa
sclain pembinaan parapidana juga berdujuan untuk memberi kesadaran atas
kesalahan dan memperbaiki diri serta dapat aktif berperan kembali dalam
masyarskat . Dalam pelaksanaan pembinaan meourut penjelasan atas Undang-
Undang No 12 tabun 1993 pasal 7 ayat (2) menyebutkan program pembinazn dan
bimbingan narapidana meliputi ;

1. Pembinaan kepribadian diarshkan pada pembinaan mental dan watak

agar Warpa Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia  seutuhnya,



bertakwa dan bertanggungawab kepada diri sendird, keluarga dan
masyarakat,

2. Pembinaan kemandirian diarahkan pada  pernbinaan bakal  dan
keterampilan agar Warga  Binasn  Pemaswvarakaran  dapat  kembali
berperan  sebagal  angegota  masvamkat  vang bebas  dan
bertanggungiawab.

Mamun apa yang diharapkan dari perabipasn narapidana sebagai warga
binaan di  lembaga  pemasyamkatan  pada  kenvatasonya  masih belum
menampakkan hasil sebagaimana dilarapkan. Kenyataan ini dapat dilihat dari
banyaknyva tindak pdana yang sempskin meningkat dari wakiue ke wakie dan
schagian besar dad tindak pidana itu dilakukan oleh anggola masyarakat vang
pernah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan,

Kenyatasn lain vang dialami oleh narapidana sctelab keluar dari lembapa
pemasyarakatan dan Rutan adalah, mercka tidak lagi diterima oleh masyarakat
sepertl pada ssal mercka belum melakukan tindak pidana. 1lal demikian
dikarenakan anpgapan sebagian masvarakat, bahwa sekali mercka berbuat
kejahalan scnantasa akan mengulangi lagi. Ttu pula yang menjadi kendala bagi
mantan narapidana vang betul-betul ingin bertobar.

Selain  itw masyarakal pads umumnya belum  mengetahui  bahwa
penempatan narapidana sehagai warga binan di lembaga pemasyarakatan dewass
ini bukan saja mengekang kemerdekaan seseorang vang telah melakukan
kejahatan, tetapl juga memberikan bimbingan dan pembinaan agar narapidana

tersebut setelah selesai menjalani pidananya selain menvadari kesalahannya dan
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bertobul unluk tidak mengulangi perbuatan vang pernah dilakukannya, juga
mendapatkan  Keterampilan  yang sangat  bermanfast  sebagai  bekal  uotek
mendapatkan pekegaan i dalam kebidupan bersama dengan masyarakat di
lingkungannyva.

Masyarakal awam masih beranggapan lembaga pemasyvakatan sama
dengan bui termpat penabanan orang-orang jahat dan apabila seseorang melakukan
kejabatan dan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan atau Rutan, maka ia
akan berteman dengan penjahat- penjahat lainnya, sehingga bila ia bebas maka
akan bertambah juhat bahkan ada sebagian orang yang masih beranggapan
lembapa pemasvarakatan atau merupakan perguruan tinggi kejahatan,

Atigeapan masyarakat sebagaimana diumikan diatas. ditambah masih
banvak bakas narapidana vang mengulangi perbuatannya, seolah-olah pidana
penjara yang dijalaninya tidak membual mercka jera, dan pembinaan vang mereka
lerima fidak berguna sama sekali bagi mereka. Berdasarkan latar belakang pikiran
diatas, maka penulis akan melakukan penelitian vang dituangkan ke dalam bentuk
skripst dengan judul : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan schagai Proses Akhir Mekanisme Peradilan Pidana di

LAPAS Klas Il A Bukittinggi.
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BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan
Bertitik tolak dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut ;
|. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kias 11 A Bukittinggi,
dilaksanakan bukan saja untuk memberikan kesibukkan atau pengisi wakm
saja, tetapi diusahakan dapat bermanfaat bagi narapidana tersebut, baik selama
mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah bebas,
2. Pelaksanasan pembinaan di lembaga Pemasyarakatan Klas I A Bukittinggi
terdin dari 3 (tiga) ahap vakni :
1} Tuahap pertama
Tahap pertama ini disebut tahap awal, dimana dilakukan penclitian
mengenal hal ikhwal peribal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan
pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya. Pada tahap ind
narapidana dikenalkan pada lingkungan barunyva
2} Tahap kedua
Pada tshap ini parapidana menerima pembinaan yang berfujuan untuk
mengubsh  parapidana menjadi manusia seutubnyva dan  menyvadan

Lesalahannyva dan dapat diterima kembali dalam masyvarakat
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